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 Laporan  Tugas Akhir  disusun berdasarkan  Praktek  Kerja  Nyata yang 

dilaksanakan  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi. 

Pelaksanaan  Praktek  Kerja  Nyata  dimulai  dari  tanggal  26  Februari  2018  sampai 

dengan 15 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata untuk pembuatan 

Tugas  Akhir  Penulis  yaitu  Laporan  Praktek  Kerja  Nyata  yang  bertujuan  untuk 

mengetahui  mekanisme  pemungutan  pajak  restoran  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

 Penulis  mengamati  Mekanisme  Pemungutan  Pajak  Restoran  oleh  Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode 

pengumpulan data seperti wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul 

penulis.  Kegiatan  penulis  mempelajari  tentang  pajak  daerah  khususnya  Pajak 

Restoran yang meliputi penghitungan, pelaporan, dan pembayaran serta 

membantu  tugas  administrasi  seperti  penginputan  data  wajib  pajak  yang  telah 

melaporkan dan membayar  pajaknya di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang dikenakan dalam menentukan 

besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah  

Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah  yaitu 10% 

(sepuluh persen) 

 Pemungutan dilakukan setelah pendataan yang sudah dilakukan oleh wajib 

pajak  restoran  pada  dinas  terkait.  Penetapan  pajak  restoran  dilakukan  setelah 

dihitung  besarnya  pajak  yang  terhutang  melalui  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah 

(SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan dan selanjutnya 

wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank Jatim, setelah membayar akan 

mendapat stempel tanda lunas dan dilakukannya penghapusan hutang pajak pada 

sistem. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pajak, yang 

mana  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  kas  negara.  Pemerintah  menggunakan 

pajak  sebagai  alat  dalam  mencapai  tujuan  untuk  mendapatkan  penerimaan  baik 

yang bersifat langsung  maupun tidak  langsung dari  masyarakat guna  membiayai 

pengeluaran  rutin  serta  pembangunan  nasional  dan  ekonomi  masyarakat.  Pajak 

juga digunakan dalam pembiayaan operasional  negara seperti pembayaran utang 

negara  dan  pembangunan fasilitas  umum yang  digunakan  oleh  rakyat. Jenis 

pungutan Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, bea dan 

cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

Salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  Anggaran  Pendapatan 

Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  pajak  daerah.  Adapun  jenis  pajak  daerah  yang 

diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009,  jenis  pajak  daerah 

yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah 

yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten atau Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, 

Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 

Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  dan  Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Pajak daerah sangat memberi potensi besar dalam menjalankan program-

program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu, 

diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa 

menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian 

daerah. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak akan mengakibatkan 

penerimaan kas tidak maksimal atau  tidak sesuai dengan target penerimaan 

daerah dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah. 
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Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-

masing  jenis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berbeda-beda  yang  menghasilkan 

jumlah  PAD  setiap  tahunnya  berubah-ubah  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang 

ada  di  Kabupaten  Banyuwangi.Target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah 

Kabupaten  Banyuwangi  pada  tahun  2016  dan  2017  dapat  dilihat  pada  tabel  1.1 

berikut : 

Tabel  1.1  Target  dan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada 

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  (tahun  2016  dan 

2017). 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018 

Berdasarkan  data  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2016  dan 

2017  PAD  yang  bersumber  dari  pajak  daerah  tidak  mencapai  target.  Menurut 

hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Optimalisasi  Pendapatan  Daerah  Ibu  Nur 

Soetjiati,S.AP,”  realisasi  pendapatan  pajak  daerah  Kabupaten  Banyuwangi  tidak 

mencapai target dikarenakan ketidakjujuran Wajib Pajak melaporkan pajak 

terhutang  yang  harus  dibayar,  dikarenakan  juga  dengan  pemungutan  pajak  yang 

menganut sistem self assesment system Wajib Pajak menghitung dan melaporkan 

pajak terhutangnya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

                      (2016)                       (2017) 
No       PAD      Target 

       (Rp) 
    Realisasi  Target 

 (Rp) 
     Realisasi 

  Penerimaan 
        (Rp) 

    Penerimaan 
    (Rp) 

      

1 Pajak daerah 125.304.997.546 120.827.802.564   182.265.441.313           152.837.788.466 
  

      

2 Retribusi 
daerah 

  32.395.873.742   34.591.082.032     47.083.173.536 
 

   35.707.153.622 

      

3 Pengelolaan 
kekayaan 

  16.166.252.031   15.066.252.031     18.402.002.437       16.097.796.145 

 daerah yang     
 dipisahkan  

 
   

      

4 Lain-lain 
PAD yang sah 

179.393.865.373 197.454.797.766   212.250.916.429  184.365.164.895 

 
     
     

    Total Keseluruhan 353.260.988.692 367.939.934.394   460.001.533.715  389.007.903.128 
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dengan  sendirinya  dan  itupun  kebanyakan  Wajib  Pajak  mengisi  SPTPD  tidak 

sesuai dengan pajak terhutang yang harus dibayarnya”. Pada tahun 2107 

Banyuwangi  berhasil  menggelar  72  event  yang  spektakuler  dan  sangat  meriah 

bagi  masyarakat Banyuwangi serta wisatawan  mancanegara. Banyak  event-event 

yang  bertaraf  internasional  antara  lain  Indonesia  Fashion  Week  Banyuwangi, 

Banyuwangi Art Week, Banyuwangi International BMX, Banyuwangi 

International Ijen Green Run, Banyuwangi Batik Festival, Kite and Wind Surfing 

Tabuhan,  International  Tour  De  Banyuwangi  Ijen,  Festival  Gandrung  Sewu, 

Banyuwangi  Fashion  Festival,  Banyuawngi  Ethno  Carnival,  Festival  Kuwung 

dan  beberapa  festival  event  lainnya.  Oleh  karena  itu,  Menteri  Pariwisata  Arief 

Yahya menetapkan Banyuwangi sebagai Kota  Festival Terbaik di Indonesia 

dengan  pagelaran  Event  Festival  sebanyak  72  event  pada  Tahun  2017  yang 

melibatkan seluruh potensi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Banyuwangi. 

Dalam  pagelaran  event-event  tersebut,  pemerintah  daerah  memanfaatkan 

sebagai  sebuah  ajang  promosi  untuk  menarik  wisatawan  lokal  dan  mancanegara 

untuk  berkunjung  ke  Banyuwangi.  Dengan  banyaknya  wisatawan  yang  datang 

berkunjung  ke  Banyuwangi  tentunya  diharapkan  juga  Pendapatan  Asli  Daerah 

dapat meningkat yang bersumber dari sektor penerimaan pajak daerah. Semakin 

banyaknya wistawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung di Banyuwangi 

tidak  mungkin  mereka  hanya  menikmati  pariwisata  yang  ada  di  Banyuwangi, 

tentunya  mereka  juga  mencoba  makanan  khas  daerah  Banyuwangi  dan  mereka 

juga pasti makan di beberapa restoran yang ada di Banyuwangi. Sehingga 

pendapatan  dari  sektor  pajak  restoran  dapat  menambah  pemasukan  Pajak  Asli 

Daerah (PAD).Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan kas daerah. Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis 

pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
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Tabel 1.2 Target dan penerimaan pajak  hotel, pajak reklame, pajak restoran dan 

pajak   hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

(Tahun 2016 dan 2017). 

            (2016)   (2017) 
NO JENIS 

PAJAK 
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 PAJAK HOTEL 
 

 5.500.000.000 4.980.913.655 90,56   8.077.044.424   5.656.890.953 70,04 
 

2 PAJAK RESTORAN  7.000.000.000 6.898.991.797 98,56 15.501.533.716 12.415.093.896 80,09 

3 PAJAK HIBURAN       901.500.000 1.825.706.573 107,39   3.531.249.999   2.130.360.696 60,33 

4 PAJAK REKLAME  2.176.500.000 1.750.219.358 70,01   3.437.500.002   2.638.294.566 76,75 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018. 

Dari  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  kembali  bahwa  realisasi  penerimaan 

pajak restoran tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target namun sangat 

berpengaruh pada penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Di atas juga ada 

beberapa  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan  penulis  mengambil  tema  sesuai 

dengan judul penulis yaitu Pajak Restoran karena, di Banyuwangi saat ini 

pariwisatanya  sangat  memukau  dengan  adanya  banyak  event  yang  diagendakan 

oleh  Kabupaten  Banyuwangi  dan  itupun  sangat  menarik  para  wisatawan  lokal 

maupun mancanegara yang berkunjung di Banyuwangi. Pastinya wisatawan lokal 

maupun mancanegara tidak hanya menikmati dari segi keindahan alam yang ada 

di  Banyuwangi,  mereka  pasti  mencoba  makanan  khas  daerah  Banyuwangi  dan 

mereka juga pasti makan di beberapa restoran yang ada di Banyuwangi, sehingga 

pendapatan  dari  sektor  pajak  restoran  dapat  menambah  pemasukan  Pajak  Asli 

Daerah (PAD). 

Untuk masalah target pajak restoran seluruh restoran di Banyuwangi yang 

menetapkan  adalah  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi, 

karena  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi  adalah  yang 

mempunyai  wewenang  dalam  memungut  pajak  daerah.  Mulai  dari  pendataan, 

pembayaran sampai pada penagihan, namun pada tahun 2016 Badan Pendapatan 

Daerah hanya sebagai koordinator dari dinas terkait karena semua pajak dipindah 

ke  dinas-dinas  terkait  seperti  salah  satunya  pajak  restoran  dipindah  ke  Dinas 

Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi.  Pendataan  tidak  dilakukan 

lagi di Badan Pendapatan Daerah tetapi dilakukan di dinas terkait. 
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Oleh sebab itu diharapkan ada keseriusan pemerintah terhadap Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah diisi oleh Wajib Pajak 

Restoran, karena sistem yang dianut Pajak Restoran adalah Self Assesment System. 

Serta  ada  tindakan  yang  benar-benar  tegas  dalam  memberikan  perlakuan  jera 

kepada Wajib Pajak atas perbuatan  yang dilakukan  yang dimaksut adalah  Wajib 

Pajak memanipulasi jumlah pajak terhutangnya dalam pengisian di Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Hal tersebut harus dilakukan oleh Badan 

Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  sebelum  adanya  pemeriksaan  dari 

Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Karena  dasar  BPK  melakukan  pemeriksaan 

adalah  dari  laporan  tentang  penerimaan  pajak  daerah  khususnya  pajak  restoran 

yang ditarget oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

Selama  mengikuti  Tugas  Akhir,  penulis  tertarik  mengambil  tema  pajak 

restoran karena penulis ingin mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran 

pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi.  Berdasarkan 

uraian  tersebut,  maka  penulis  memilih  judul  “Mekanisme  Pemungutan  Pajak 

Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah 

Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan  

Adapun  tujuan  pelaksanaan  Tugas  Akhir  adalah  untuk  mengetahui  dan 

menjelaskan Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam memungut pajak 

daerah. 
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1.3.2 Manfaat 

a. Bagi Mahasiswa 

1) memenuhi salah satu syarat untuk  menyelesaikan studi pada program 

studi Diploma III; 

2) memperoleh  pengalaman  kerja sebagai  penerapan ilmu yang  telah 

diperoleh  selama  menempuh  pendidikan  di  Diploma  III  Perpajakan 

Universitas Jember; 

3) menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih jelas mengenai 

Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; 

4) meningkatkan  kemampuan  pola  pikir yang lebih maju  dan  kreatif 

dalam  mengahadapi  berbagai  macam  masalah  di  bidang  perpajakan, 

khususnya pajak daerah; 

5) memperdalam  informasi  dan  pengetahuan  dalam  bidang  perpajakan 

seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu 

dapat berubah. 

b. Bagi Instansi 

1) merupakan  sarana  untuk  menjembatani  antar  instansi  dan  Universitas 

Jember untuk kerja sama lebih lanjut bersifat akademisi maupun 

bersifat organisasi; 

2) membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara 

menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang 

professional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum 

dan  Tata  Cara  Perpajakan  Pada  pasal  1  ayat  1  berbunyi  pajak  adalah  kontribusi 

wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya 

kemakmuran  rakyat.  Resmi  (2017:1)  menyimpulkan,  “Pajak  peralihan  kekayaan 

dari  pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan 

“surplus”-  nya  digunakan  untuk  public  saving  yang  merupakan  sumber  utama 

untuk membiayai public investment”. 

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), antara lain : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara  langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual dalam pemerintah. 

d. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran. 

b. Fungsi mengatur (regularend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

2) Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang-barang  mewah  untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardismo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak  menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan,  undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan  diantaranya  mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata,  serta 

diseuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya  yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  Wajib  Pajak  untuk 

mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di  Indonesia,  pajak  diatur  dalam  UUD  1945  pasal  23  ayat  2.  Hal  ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 
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c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai  fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus  lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem  pemungutan  yang  sederhana  akan  memudahkan  dan  mendorong 

masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Syarat  ini  telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut  Mardiasmo  (2016:9)  sistem  pemungutan  pajak  dibagi  menjadi 

tiga, yaitu : 

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

 Wajib Pajak bersifat pasif. 

 Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan  surat  ketetapan  pajak  oleh 

fiskus.

b. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak  yang  memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak.
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 Wajib  Pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan 

sendiri pajak yang terutang.

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak  yang  memberi wewenang kepada 

pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

Ciri-cirinya  :  wewenang  memotong  atau  memungut  pajak  yang  terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:9) asas pemungutan pajak antara lain: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggi) 

Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  seluruh  penghasilan  Wajib  Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam  maupun  luar  negeri.  Asas  ini  berlaku  untuk  Wajib  Pajak  dalam 

negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  yang  bersumber  di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

2.1.6 Pengelompokan  Pajak  Berdasarkan  Golongan,  Sifat  dan  Lembaga 

Pemungutannya 

Menurut Mardiasmo (2016:7-8) pajak menurut golongan, sifat, dan 

lembaga pemungutannya antara lain: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak  langsung,  yaitu  pajak  yang  harus  dipikul  sendiri  oleh  Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya,  tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh  :  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang 

Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutannya 

1) Pajak  Pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas:   

a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b. Pajak  Kabupaten/Kota,  contoh:  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  dan 

Pajak Hiburan. 

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak 

Cara  pemungutan  pajak  menurut  Mardiasmo  (2016:8-9)  dapat  dilakukan 

berdasarkan 3 stelsel antara lain: 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga  pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak, 

yakni  setelah  penghasilan yang  sesungguhnya diketahui.  Stelsel nyata 
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mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 

adalah  pajak  yang  dikenakan  lebih  realistis.  Sedangkan  kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya  pajak  yang  terutang  untuk  tahun  pajak  berjalan,  tanpa  harus 

menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada  awal  tahun,  besarnya  pajak  dihitung  berdasarkan  suatu  anggapan, 

kemudian  pada  akhir  tahun  besarnya  pajak  disesuaikan  dengan  keadaan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada  pajak  menurut  anggapan,  maka  Wajib  Pajak  harus  menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

2.1.8 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada 4 macam tarif pajak : 

a. Tarif Sebanding atau Proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif Tetap 

Tarif  berupa  jumlah  yang  tetap  (sama)  terhadap  berapapun  jumlah  yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif Progresif 

Persentase    tarif    yang    digunakan    semakin    besar    bila    jumlah    yang 

dikenai pajak semakin besar. 
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Tarif progresif dibagi menjadi 3 yaitu : 

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

3) Tarif progresif deresif : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar 

2.1.9 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut  Halim  dkk.  (2017:3)  Hukum  pajak  mempunyai  kedudukan  di 

antara hukum-hukum sebagai berikut: 

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya. 

b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintahan dengan 

rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 

1) Hukum Tata Negara 

2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) 

3) Hukum Pajak 

4) Hukum Pidana 

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum 

publik. 

2.1.10  Timbulnya Hutang Pajak 

Menurut Ratnawati dkk. (2015:9), saat timbulnya utang pajak mempunyai 

peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan: 

a. pembayaran pajak; 

b. memasukkan surat keberatan; 

c. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa; 

d. menerbitkan  surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar,  surat  ketetapan  pajak 

kurang bayar tambahan, dan sebagainya; dan 

e. menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. 
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Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat 

pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. 

1) Ajaran Materiil 

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

diberlakukannya  undang-undang  perpajakan  dalam  ajaran  ini,  seseorang 

akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, 

sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Ajaran  ini  konsisten 

dengan penerapan self assesment system. 

2) Ajaran Formil 

Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

dikeluarkannya  surat  ketetapan  pajak  oleh  fiskus  (pemerintahan).  Untuk 

menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa  jumlah 

pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat 

diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan 

penerapan official assesment system. 

2.1.11  Berakhirnya Hutang Pajak 

Menurut  Resmi  (2017:12),  Utang  pajak  akan  berakhir  atau  terhapus  jika 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pembayaran atau Pelunasan 

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan 

oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran 

sendiri  oleh  Wajib  Pajak  ke  kantor  penerima  pajak  (bank-bank  persepsi 

dan kantor pos). 

b. Kompensasi 

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun 

kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. 

c. Daluwarsa 

Daluwarsa  berarti  telah  lewat  batas  waktu  tertentu,  jika  dalam  jangka 

waktu  tertentu  suatu  utang  pajak  tidak  ditagih  oleh  pemungutnya,  utang 

pajak tersebut telah dianggap  lunas atau  berakhir dan tidak dapat ditagih 
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lagi.  Utang  pajak  akan  daluwarsa  setelah  melewati  waktu  10  (sepuluh) 

tahun,  terhitung  sejak  saat  terhutangnya  pajak  atau  berakhirnya masa 

pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. 

d. Pembebasan atau Penghapusan 

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus 

karena  setelah  dilakukan  penyidikan,  ternyata  Wajib  Pajak  mengalami 

kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas. 

2.1.12  Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Menurut  Halim  dkk.  (2017:47),  pengertian  subjek  pajak  dan  wajib  pajak 

adalah: 

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak; 

b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan  pajak,  dan  pemungutan  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah 

a. Undang-undang  No.  28 tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Restribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Daerah  Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

2.2.2 Definisi Pajak Daerah 

 Menurut  Siahan  (2015:7)  pajak  daerah  adalah  pungutan  dari  masyarakat 

oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  dengan  tidak  mendapat 

prestasi  kembali  (kontraprestasi  atau  balas  jasa)  secara  langsung,  yang  hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah,  pajak  daerah  adalah 
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salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai 

penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  agar  roda  pembangunan  dapat 

berjalan secara baik dan lancar.  

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah 

menurut Mardiasmo (2016:14-15) antara lain: 

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan  masyarakat 

hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  pajak,  adalah  kontribusi  wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan,  baik yang melakukan  usaha maupun yang  tidak melakukan 

usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komaditer,  perseroan 

lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  atau  Badan  Usaha  Milik 

Daerah  (BUMD)  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi  social  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga,  dan  bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

d. Subjek  Pajak,  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  dapat  dikenakan 

pajak. 

e. Wajib  Pajak,  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
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2.2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

a. Pajak Provinsi, terdiri atas : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; 

5) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten atau kota, terdiri atas : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi  dalam  daerah  kabupaten/kota  otonom,  seperti  Daerah  Khusus  Ibu  Kota 

Jakarta,  jenis  pajak  yang  dapat  dipungut  merupakan  gabungan  dari  pajak  untuk 

daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

2.2.4 Tarif Pajak 

Tarif  untuk  setiap  jenis  pajak  daerah  menurut  Undang-Undang  No  28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah paling tinggi sebesar : 

a. Pajak Provinsi : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%; 
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2) Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Kendaraan  di  Atas  Air 

20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%; 

5) Pajak Rokok 10%. 

b. Pajak Kabupaten/kota: 

1) Pajak Hotel 10%; 

2) Pajak Restoran 10%; 

3) Pajak Hiburan 35%; 

4) Pajak Parkir 30%; 

5) Pajak Reklame 25%; 

6) Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

7) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%; 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%; 

10) Pajak Air Bawah Tanah 20%; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%. 

2.2.5 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2016:17-18), “Pemungutan pajak dilarang 

diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang 

berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang 

memenuhi  kewajiban  perpajakan  berdasarkan  penetapan  Kepala  Daerah  dibayar 

dengan  menggunakan  Surat  Ketetapan  Pajak  daerah  (SKPD)  atau  dokumen  lain 

yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. 

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 
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Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa setelah 

melampaui  waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  saat  terutangnya  pajak,  kecuali 

apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

2.3 Pajak Restoran 

2.3.1 Definisi Pajak Restoran 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Restoran 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah 

fasilitas  penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan  dipungut  bayaran,  yang 

mencakup juga  rumah makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan  sejenisnya 

termasuk jasa boga atau katering. 

Menurut  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran bahwa Pajak Restoran 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah  Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

c. Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. 

2.3.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran 

a. Objek Pajak Restoran 

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Contoh: 

1) Rumah makan; 

2) Kafetaria; 

3) Kantin; 

4) Warung; 

5) Bar; 
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6) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering. 

b. Subjek Pajak Restoran 

Subjek  pajak  restoran  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  membeli 

makanan dan/atau minuman dari restoran. 

c. Wajib Pajak Restoran 

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

restoran. 

2.3.4 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 

a. Tarif Pajak Restoran 

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah  Undang-undang 

Nomor 28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Peraturan Daerah  Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak  Daerah,  dan  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  6  Tahun  2016 

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. 

b. Cara Perhitungan Pajak Restoran 

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dalam cara 

mengalikan  tariff  10%  (sepuluh  persen)  dengan  dasar  pengenaan  pajak 

restoran sesuai dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima restoran. 

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran 

Dasar  pengenaan  pajak  restoran  adalah  jumlah  pembayaran  atau  yang 

seharusnya dibayar kepada restoran. Dalam hal nilai pemabayaran yang dimaksud 

adalah  tidak  diketahui  dan/atau  dianggap  tidak  wajar,  maka  pengenaan  pajak 

bedasarkan jumlah pembayaran yang diterima. 

2.3.6 Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran 

a. Setiap  Wajib  Pajak  Restoran  wajib  mendaftarkan  usaha  atau objek  pajak 

restoran ke dinas terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum 

dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. 
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b. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya, maka dinas 

terkait akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak. 

c. Pendaftaran usaha dilakukan sebagai berikut: 

Pengusaha  atau  penanggung  jawab  atau  kuasanya  mengambil,  mengisi, 

dan menandatandatangani formulir pendaftaran yang disediakan dinas 

terkait  dengan  melampirkan.  Formulir  pendataan  dan/atau  SPTPD  yang 

telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada dinas terkait: 

1) Foto  copy  KTP  pengusaha  atau  penanggung jawab  atau penerima 

kuasa. 

2) Foto  copy  surat  keterangan  domisili  usaha  (SKDU)  atau  Surat  Ijin 

Usaha Perdagangan (SIUP). 

3) Foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 

4) Surat  kuasa  apabila  pengusaha  atau  penanggungjawab  berhalangan 

dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa. 

d. Terhadap peneriman berkas, dinas terkait memberikan Tanda terima 

pendaftaran. 

e. Wajib  Pajak  mempunyai  kewajiban  mengisi  formulir  pendaftaran  untuk 

penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD). 

f. Setelah terbit NPWPD, Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi 

SPTPD. 

2.3.7 Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran 

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari 

rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian Wajib Pajak menyampaikan 

SPTPD  yang  telah  diisi  dengan  benar,  jelas,  lengkap,  dan  ditandatangani  oleh 

Wajib  Pajak  atau  kuasanya.  SPTPD  disampaikan  paling  lambat  15  (lima  belas) 

hari  setelah  berakhirnya  masa  pajak.  Apabila  batas  waktu  penyampaian  SPTPD 

jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja 

berikutnya. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dianggap tidak 

disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 
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2.3.8 Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran 

a. Penetapan Pajak Restoran 

1) Setiap Wajib Pajak memenuhi kewajiban dengan cara membayar 

sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terhutang dengan menggunakan 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 

2) Dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sesudah  saat  terutangnya  pajak, 

Dispenda dapat menerbitkan: 

a) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 

b) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan) 

c) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 

3) SKPDKB diterbitkan: 

a) Jika  berdasarkan  pemeriksaan  atau  keterangan  lain,  pajak  yang 

terutang tidak atau kurang bayar. 

b) Jika  SPTPD  tidak  disampaikan  kepada  Dispenda  dalam  30  (tiga 

puluh)  hari  dan  setelah  ditegur  secara  tertulis  tidak  disampaikan 

pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 

c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 

dihitung oleh Dispenda Kabupaten Banyuwangi. 

4) Terhadap SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat  dibayar  untuk  jangka  waktu  paling lama  24  (dua  puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

5) SKPDKBT  diterbitkan  jika  ditemukan  data  baru  dan  atau  data  yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 

yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. 

6) SKPDN  diterbitkan  jika  jumlah  pajak  yang  terutang  sama  besarnya 

dengan  jumlah  kredit  pajak  atau  pajak  tidak  terutang  dan  tidak  ada 

kredit pajak. 
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b. Penyetoran Pajak Restoran 

1) Pembayaran  Pajak  Restoran  terutang  dilakukan  paling  lama  15  (lima 

belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD).  

2) Apabila  batas  waktu  pembayaran  jatuh  pada  hari  libur,  maka  batas 

waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.  

3) Pembayaran  Pajak  dilakukan  pada  Kas  Daerah  atau tempat  lain  yang 

ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan 

di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Jl. Jenderal Ahmad 

Yani No.78, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa 

Timur pada Bidang Pariwisata yang menangani bagian perpajakan. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan 

Jadwal  pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  Praktek  Kerja  Nyata  sesuai 

dengan surat tugas nomor 0759/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 

Februari  sampai  dengan  15  April  2018  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi. 
 

Adapun  kegiatan  Tugas  Akhir  ini  dilakukan  sesuai  dengan  jam  kerja  di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu dalam tabel 3.1 

berikut : 

Tabel 3.1 Waktu pelaksanaan jam kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi. 

 Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 
    
 Senin s/d Kamis 07.00-15.30 12.00-13.00 

 Jumat 06.30-14.30 11.00-13.00 

 Sabtu dan Minggu Libur Libur 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Kegiatan penulis ditempatkan di Bidang Pariwisata yang menangani bagian 

perpajakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 

sehingga  dibuat  Laporan  Tugas  Akhir  oleh  penulis  dengan  judul  “Mekanisme 

Pemungutan  Pajak  Restoran  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten 
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Banyuwangi”. Bidang pariwisata bertugas menginput Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang sudah diisi oleh Wajib Pajak. 

Penginputan data adalah hal yang harus dilakukan karena input data menjadi dasar 

untuk menetapkan pajak yang terutang. Di bidang pariwisata penulis diberi tugas 

mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya akan diinput 

terlebih dahulu oleh petugas penetapan di sistem untuk mengetahui nomor kohir 

atau nomor SKPD tersebut. 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal 

Selama  pelaksanaan  kegiatan,  penulis  melaksanakan  beberapa  kegiatan 

yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang dapat 

dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Pelaksanaan Laporan 

Tugas Akhir. 

WAKTU  

PELAKSANAAN 
KEGIATAN HASIL KEGIATAN 

(a) (b) (c) 

Senin, 26 Februari 2018 

Penanggung Jawab : 

Suryani Agus Wahyuti, SH 

a. Diterima di Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Kabupaten 

Banyuwangi 

b. Penempatan 

dibidang Pariwisata 

1. Beradaptasi dengan 

lingkungan dinas 

 

 

 

2. Mendapat 

pengarahan tugas 

yang akan diberikan 

Selasa, 27 Februari 2018 

Penanggung Jawab : 

Suharti 

a. Merekap SKPD 

untuk pajak hiburan 

dan pajak hotel 

b. Mencetak SKPD 

pajak restoran 

1. Mengetahui bentuk 

SKPD untuk pajak 

hiburan dan hotel 

2. Mengetahui sistem 

yang digunakan 
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(a)              (b)             (c) 

  dalam mencetak 

SKPD 

Rabu, 28 Februari 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Stempel SKPD 

pajak restoran, pajak 

hiburan, dan pajak 

hotel 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui 

perbedaan SKPD 

untuk wajib pajak 

restoran, hiburan, 

dan hotel  

Kamis, 1 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Apel pagi 

b. Mempelajari 

Peraturan Daerah 

dan Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Tentang Pajak 

Daerah 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui aturan 

yang dilakukan 

secara undang-

undang 

Jum’at, 2 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Senam pagi 

b. Merekap SKPD 

untuk pajak restoran 

dan pajak hotel 

c. Merekap SKPD 

untuk pajak restoran 

dan pajak hiburan 

1. Menyehatkan badan 

2. Pencatatan dan 

pemisahan setiap 

pajak daerah 

Senin, 5 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Apel pagi 

b. Memilah SPTPD 

dan SKPD atas 

pajak hiburan, pajak 

restoran, dan pajak 

hotel 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Melatih ketelitian 

tentang perbedaan 

setiap pajak daerah 
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(a)             (b) (c) 

Selasa, 6 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Mencetak SKPD 

pajak restoran 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hotel 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Belajar 

menggunakan 

sistem menetapkan 

pajak 

Rabu, 7 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Ridho 

a. Apel pagi 

b. Mempelajari tentang 

pajak restoran 

c. Stempel SKPD 

pajak hiburan dan 

pajak restoran 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Menambah 

wawasan yang 

berkaitan dengan 

pajak restoran 

Kamis, 8 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Marhen 

a. Apel pagi 

b. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hotel 

c. Pencatatan 

penagihan pajak 

restoran dan pajak 

hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui tagihan 

wajib pajak 

Jum’at, 9 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Senam pagi 

 

b. Arsip pajak restoran, 

pajak hotel, dan 

pajak hiburan 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hiburan 

1. Melatih kebugaran 

dan kesehatan 

2. Menyiapkan data 

penting jika suatu 

saat diperlukan 
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(a)              (b)             (c) 

Sabtu, 10 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Workshop 

Banyuwangi Race 

Photo Competition 

1. Berpartisipasi acara 

yang 

diselenggarakan 

pemerintah 

Minggu, 11 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Workshop 

Banyuwangi Race 

Photo Competition 

1. Berpartisipasi acara 

yang 

diselenggarakan 

pemerintah 

Senin, 12 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Merekap SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hotel 

 

 

c. Porporasi tiket pajak 

hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui jumlah 

keseluruhan 

pembayaran yang 

dilakukan oleh wajib 

pajak 

3. Pengesahan tiket 

yang sudah sah 

untuk distribusi 

Selasa, 13 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Mencetak SKPD 

dan menyetempel 

pajak restoran 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Penggunaan sistem 

penetapan pajak 

Rabu, 14 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Arsip pajak restoran, 

pajak hotel, dan 

pajak hiburan 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran, pajak 

hotel, dan pajak 

hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Menyimpan data 

penting jika suatu 

saat diperlukan 
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(a) (b) (c) 

Kamis, 15 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Koyimah 

 

a. Apel pagi 

b. Menginput SKPD 

pajak hiburan 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran, pajak 

hotel, dan pajak 

hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Memperoleh data 

wajib pajak 

Jum’at, 16 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Marhen 

a. Senam pagi 

b. Arsip pajak restoran, 

pajak hotel, dan 

pajak hiburan 

1. Menyehatkan badan 

2. Menyimpan data 

penting jika suatu 

saat diperlukan 

Senin, 19 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Apel pagi 

b. Menginput data 

objek pajak restoran 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Memperoleh data 

wajib pajak 

Selasa, 20 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Menyusun surat 

undangan kepada 

wajib pajak atas 

kurang bayar pajak 

hotel hasil temuan 

BPK tahun 2017 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui wajib 

pajak hotel yang 

mendapat teguran 

dari BPK 

Rabu, 21 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Marhen 

a. Apel pagi 

b. Arsip SKPD pajak 

restoran, pajak hotel, 

pajak hiburan, dan 

retribusi 

 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Menyimpan data 

penting jika suatu 

saat diperlukan 
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(a)              (b) (c) 

Kamis, 22 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Penulisan tagihan 

pajak restoran, pajak 

hotel, dan pajak 

hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui proses 

penagihan terhadap 

wajib pajak 

Jumat, 23 Maret 2018 

Penanggung Jawab :  

Koyimah 

 

a. Senam pagi 

b. Arsip SKPD pajak 

restoran, pajak hotel, 

dan pajak hiburan 

c. Porporasi  tiket  pajak 

hiburan 

 

1. Menyehatkan badan 

2. Menyimpan data 

penting jika suatu 

saat diperlukan 

3. Pengesahan tiket 

Senin, 26 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Sharing terkait 

penggunaan e-ticket 

pajak hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Sosialisasi akan 

diberlakukannya e-

ticket 

Selasa, 27 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Apel pagi 

b. Input data pajak 

restoran 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hotel 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Memperoleh data 

wajib pajak 

Rabu, 28 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Apel pagi 

b. Pendampingan 

Jebeng Thulik dalam 

acara Raka Raki 

Jawa Timur 2018 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengurus segala 

keperluan Putra 

Putri daerah yang 

berprestasi 
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(a) (b) (c) 

Kamis, 29 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Perjalanan pulang 

dari Surabaya 

mendampingi 

Jebeng Thulik 

1. Mengurus segala 

keperluan Putra 

Putri daerah yang 

berprestasi 

Sabtu, 31 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Banyuwangi 

Festival Karya Tari 

Daerah  

1. Berperan serta 

dalam kegiatan yang 

diadakan pemerintah 

Senin, 2 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Sosialisasi e-ticket 

ke objek-objek 

wisata 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Sosialisasi akan 

diberlakukannya e-

ticket 

Selasa, 3 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Apel pagi 

b. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hotel 

1. Melatih kedisiplinan 

Rabu, 4 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Marhen 

a. Apel pagi 

b. Menyusun surat 

undangan kepada 

wajib pajak atas 

kurang bayar pajak 

hotel hasil temuan 

BPK  tahun 2017 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui wajib 

pajak hotel yang 

mendapat teguran 

dari BPK 

Kamis, 5 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Apel pagi 

b. Menyusun surat 

undangan kepada 

wajib pajak atas 

kurang bayar pajak 

hotel hasil temuan 

BPK  tahun 2017 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui wajib 

pajak hotel yang 

mendapat teguran 

dari BPK 
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(a)              (b)             (c) 

 c. Pergi ke hotel yang 

mendapat surat 

teguran hasil temuan 

BPK tahun 2017 

3. Mendapat 

pengalaman 

langsung di 

lapangan 

Jum’at, 6 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Senam pagi 

b. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hotel 

1. Menjaga kesehatan 

dan kekompakan 

bersama pegawai 

Senin, 9 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Apel pagi 

b. Menulis rekapan 

tagihan untuk pajak 

restoran dan pajak 

hotel 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Menjaga ketelitian 

untuk proses 

kegiatan yang 

selanjutnya 

Selasa, 10 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Marhen 

a. Apel pagi 

b. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

Rabu, 11 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Marhen 

a. Apel pagi 

b. Porporasi tiket pajak 

hiburan 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak hiburan 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Pengesahan tiket 

 

 

Kamis, 12 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Apel pagi 

b. Penulisan tagihan 

pajak restoran dan 

pajak hotel 

c. Stempel SKPD 

pajak restoran 

1. Melatih kedisiplinan 

2. Mengetahui proses 

penagihan kepada 

wajib pajak 
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(a)             (b) (c) 

Jum’at, 13 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Koyimah 

a. Senam pagi 

b. Berpamitan dan 

berterimakasih 

kepada seluruh 

pegawai Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Kabupaten  

Banyuwangi 

1. Menyehatkan badan 

2. Salam perpisahan 

dan kenang-

kenangan 

Minggu, 15 April 2018 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Banyuwangi 

Festival 2018, 

Banyuwangi Kuliner 

Festival Rujak 

Cemplung 

1. Mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh 

pemerintah dan 

menikmati kuliner 

rujak cemplung 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis  data  yang  digunakan  pada  pelaksanaan  Tugas  Akhir  adalah  data 

kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2016:31)  Data  kuantitatif  adalah  data  informasi 

yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Tugas 

Akhir ini berupa SPTPD golongan 3 pajak restoran, SKPD pajak restoran. Menurut 

Sugiyono (2016:31) Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat 

verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan 

kegiatan ini berupa informasi dari Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah 

Ibu Nur Soetjiati,S.AP tentang wajib pajak restoran. 
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3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul  data  (Sugiyono,  2016:137).  Data  Primer  diperoleh  dari  data-

data terkait penginputan pajak restoran seperti SPTPD golongan 3 pajak 

restoran, SKPD pajak restoran. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Data yang diperoleh dari pihak lain 

berupa data olahan  yang mendukung data primer. Sumber data sekunder 

seperti internet. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir 

ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet,  observasi  sebelumnya  dan  referensi  yang  berhubungan  dengan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap  muka  dan  tanya  jawab  langsung  antara  pengumpul  data  maupun 

penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Tugas 

Akhir  ini  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Ibu  Nur  Soejiati,S.AP 

selaku Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

c. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 
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yang  terjadi.  Pada  pelaksanaan  Tugas  Akhir  ini  penulis  mengobservasi 

data-data  penetapan  pajak  restoran  yang  dilakukan  selama  Tahun  2016 

sampai 2017. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  Laporan  Tugas  Akhir  yang  dilaksanakan  pada  Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu dapat mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran, mulai 

dari sistem pemungutannya yang memakai sistem self assesment system, 

penghitungan, pelaporan, dan penyetorannya sesuai dengan Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Pemungutan  Pajak  Restoran.  Mengetahui  permasalahan  yang  timbul  pada  saat 

wajib  pajak  melaporan  pajak  terhutangnya  yang  tidak  sesuai  dengan  pendapatan 

yang diterima setiap bulannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan  Laporan  Tugas  Akhir  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, masih ada beberapa 

pengusaha  restoran  belum  menjadi  wajib  pajak  yang  taat  akan  pajak.  Jadi  pihak 

dinas harus berusaha lebih keras untuk menghadapi wajib pajak yang tidak 

mentaati  peraturan  yang  berlaku.  Dinas  terkait  harus  lebih  pintar  dan  memiliki 

banyak  strategi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten 

Banyuwangi agar  pengusaha  restoran  berkenan membayar  pajak yang  sesuai 

dengan pendapatan yang diterima setiap bulannya. Serta adanya sanksi yang tegas 

terhadap  wajib  pajak  restoran  agar  wajib  pajak  jera.  Diberlakukannya  denda 

sebesar 2% (dua persen) sesusai dengan  Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 

tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. 
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1. Surat Permohonan Magang 
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2. Surat Rekomendasi Magang 
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3. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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6. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata 
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10. Peraturan  Daerah    Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang 

Pajak Daerah. 
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11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. 
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12. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 
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13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Golongan 3 UntukWajib Pajak Restoran 
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14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Untuk Pajak Restoran 
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15. Transkrip Wawancara 
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